
































Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK mempunyai batas
kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya,
menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling
percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama
sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja
Nyata (KKN), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan
diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan

sebagaifnana dimaksud di bawah ini:
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Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama

antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademi Sekretari dan Manajemen
Indonesia Desanta Nomor 44/MoU/Bt/2025 dan Nomor 06.17/MOA-ASMI/V/25
tanggal 20 Mei 2025 tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber
Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur pelaksanaan kerja sama Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat untuk mendukung visi, misi, dan prioritas pembangunan
Kabupaten Bantul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
Kabupaten Bantul.
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:
a. pendidikan;
. penelitian;
pengabdian kepada masyarakat;
. pengembangan sumber daya manusia; dan
pemanfaatan hasil karya akademis.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, dan
prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan keahlian yang
dimiliki PIHAK KEDUA;

. bersama PIHAK KEDUA menentukan lokasi kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
memberi fasilitasi pertemuan antara PIHAK KEDUA dengan pemangku
kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan pengabdian

. kepada masyarakat;
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menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan
PIHAK KESATU; dan
memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan.

(2) Hak PIHAK KESATU:

menerima dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

. memperoleh program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;

memperoleh akses untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang
dihasilkan PIHAK KEDUA;

. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

dalam bentuk hardcopy dan softcopy; dan
memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA:

a.

g.

bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, dan
prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keahlian yang
dimiliki PIHAK KEDUA;

. mengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;

mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;

memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai
data dan informasi yang dihasilkan PIHAK KEDUA;

menyampaikan laporan atas hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada
PIHAK KESATU dalam bentuk hardcopy dan softcopy; dan

memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KESATU.

Hak PIHAK KEDUA:

a.

memperoleh lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas

pada kawasan strategis;

. memperoleh fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk

memperlancar pelaksanaan kegiatan;

. memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan

PIHAK KESATU; dan

. memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan dalam rangka
- pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan
tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama

(2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:

a. pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat; dan
b. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
(3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat
disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7.

(2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak
tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan
mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puiuh) hari
sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan
mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja
Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9
ADENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, tanpa persetujuan dari PARA
PIHAK.

Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja
Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan
dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.

Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian
kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan
acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan
dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q. Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi force majeure, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan
keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama
ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK
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sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari force majeure

ini.

Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab

akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung
membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK
berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali
ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
SANKSI

(1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang

dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis
oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk
memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini
dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan
kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian
Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.

Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang
berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja
Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat

menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
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Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan

kearsipan;

. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; dan

. bahwa Bawaslu Corner merupakan ruang informasi dan edukasi tentang demokrasi

yang menyediakan berbagai sumber literasi terdiri atas buku, alat peraga, dan sumber
informasi lainnya terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala

Daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi perpustakaan Bantul Pinter.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6863).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5531).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja
dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 889).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional
Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengadakan

kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, PARA PIHAK menyatakan

beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan
koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan
Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif.

(2) Tujuan dari adanya Rencana Kerja ini adalah:

a. memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penambahan
bahan literasi terkait pengawasan kepemiluan untuk masyarakat di Kabupaten
Bantul melalui Bawaslu Corner; dan

b. pengenalan ketugasan Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten
Bantul sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan

Kepala Daerah di Indonesia melalui Bawaslu Corner.
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Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah pembentukan Bawaslu Corner pada

perpustakaan Kabupaten Bantul.

(2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

a.

sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan
Kepala Daerah melalui Bawaslu Corner;

pelaksanaan penyampaian edukasi demokrasi dan pengawasan melalui
Bawaslu Comer;

sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilihan
Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu Comer; dan
pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala

Daerah melalui Bawaslu Corner.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

a.

€.

menyediakan salah satu ruangan di dalam Perpustakaan Kabupaten Bantul
sebagai wadah untuk penempatan Bawaslu Comer;

memastikan operasional Bawaslu Comer sesuai dengan jam operasional
perpustakaan,;

memberikan ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan kepada PIHAK
KEDUA untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum
dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;

ikut melaksanakan pengawasan partisipatif dan menjaga netralitas Aparatur
Sipil Negara di lingkungan kerja PIHAK KESATU; dan

memberikan akses informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mendukung proses
sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala
Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.

menyediakan semua sarana prasarana/kelengkapan yang akan dijadikan
scbagai Bawaslu Comner;

menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau
Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak

terkait;
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d. memberikan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau
Pemilihan Kepala Daerah;

e. melakukan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu
Comer: dan

f. menyediakan literasi tambahan untuk PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan kewenangan masing-masing.
(2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. pelayanan informasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan
Kepala Daerah dan Bawaslu; dan
b. pelayanan edukasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan
Kepala Daerah dan Bawaslu.
(3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat
disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA
PIHAK berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memerpanjang atau mengakhiri
Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal
tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelum Rencana Kerja ini berakhir.
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(3) Hal-hal yang berlu diatur secara tertulis dalam Rencana Kerja ini, selanjutnya akan
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan ditentukan kemudian hari oleh
PARA PIHAK dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan

diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure,
dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan
tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk dalam force majeure:

a. bencana alam dan bencana non alam;
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan
Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS BAHASA SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Nomor: T/268.2/UN34.12/HK.01.01/2025
Nomor: 400.14.5.4/073/DPK /2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh
lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Zulfi Hendri, S. Pd., M, Sn : Dekan Fakultas Bahasa Seni dan
Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo
Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena
itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa
Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK KESATU”.

2.Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM: Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor
1, Kurahan, Kalurahan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55711, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak
untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bantul, yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul.



3. PARA PIHAK telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.
Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama
tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh

PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA
PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya
untuk:

(a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna
kepentingan masyarakat;

(b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA
PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksaan Tridharma
Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul. Ruang lingkup Perjanjian Kerja
Sama ini meliputi bidang:

pendidikan;

penelitian;

pengabdian kepada masyarakat;

pengembangan sumber daya manusia; dan

pemanfataan hasil karya akademis.

0 po o

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a) bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan visi,
misi, bidang keahlian administrasi perkantoran, dan
prioritas pembangunan daerah;

b) bengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;

c) mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka
pelaksanaan kegiatan;

d) melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah
ditetapkan bersama;

e) memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk
memanfaatkan berbagai data dan informasi yang
dihasilkan;

f) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada PIHAK
KEDUA dalam bentuk hardcopy dan softcopy;



g) memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

a) Memperoleh lokasi kegiatan magang kerja, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada
kawasan strategis;

b) Memperoleh fasilitas pertemuan dengan pemangku
kepentingan;

c¢) Memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan;
dan

d) Memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan
selama masa kerja sama.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

a) bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai
visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran dan
prioritas pembangunan daerah;

b) bersama PIHAK KESATU menentukan lokasi kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan prioritas pada kawasan strategis;

¢) memberikan fasilitas pertemuan antara PIHAK KESATU
dengan pemangku kepentingan;

d) memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;

e) menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan
sesuai kewenangan; dan

f) memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama
masa kerja sama.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

a) menerima dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan
kegiatan;

b) memperoleh program kegiatan sesuai tema yang ditetapkan;

c) memperoleh akses atas data dan informasi hasil kegiatan
PIHAK KESATU; dan

d) memperoleh laporan hasil kegiatan dalam bentuk hardcopy
dan softcopy;

e) memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan tertulis PARA PIHAK-, paling lambar 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan
ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam
kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak
terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA
PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan
diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam
Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh
kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan
sebagai Force Majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai
berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir
atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,
sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan
pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.

(4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah
keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang



























PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan
secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

dan

. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat daerah yang

memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten

Bantul.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Rencana Kerja tentang

Literasi Pemilu dan Demokrasi Serta Pengelolaan Arsip Hasil Pemilu dan Pemilihan,

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor: 06/NK/Bt/2025 dan Nomor: 4/HK.05.1-NK/3402/2025 tentang
Optimalisasi Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Kabupaten Bantul.

(2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama
yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna
dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten

Bantul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah literasi pemilu dan demokrasi serta
pengelolaan arsip hasil Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul.
(2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:

a. literasi Pemilu dan demokrasi untuk masyarakat Kabupaten Bantul meliputi;
1. bazar;
2. seminar/bedah buku;
3. podcast;
4. lomba;
5. donasi buku kepemiluan; dan

6. kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi
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. pengelolaan arsip hasil Pemilu dan Pilkada meliputi;

1. pendampingan kearsipan penataan arsip hasil Pemilu dan Pilkada; dan

2. penyerahan arsip statis hasil Pemilu dan Pilkada.
hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
a. memfasilitasi kegiatan literasi Pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul;
b. memfasilitasi serta pengelolaan dan pemanfaatan arsip hasil Pemilu dan Pilkada
di Kabupaten Bantul; dan
c. berkoordinasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. menyelenggarakan kegiatan literasi Pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul
sesuai dengan kewenangannya;
. menyerahkan arsip statis hasil Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul; dan
berkoordinasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada
PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.




(2)

Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau
mengakhiri Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan
perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

Pasal 7
ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini,
akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk
Adendum Rencana Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta

merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini

(1)

(2)

Pasal 8
EVALUASI

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan
kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan
sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Rencana Kerja ini dan akan
dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi force majeure, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan
keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat
melaksanakan ketentuan Rencana Kerja ini, maka kerugian yang dialami PARA
PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari
tuntutan pelaksanaan Rencana Kerja ini termasuk tuntutan atas kerugian yang
timbul akibat dari force majeure ini.

Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab

akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung
membatalkan Rencana Kerja ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban
melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain
oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAJAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat
pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.

Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang
berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Rencana Kerja ini,
maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan

dan/atau membatalkan Rencana Kerja ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana
Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau
melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 368302

Email : dpk@bantulkab.go.id
PIHAK KEDUA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang

Bantul 55713
Telepon : (0274) 368583, 0895612905533
Email : kab_bantul@kpu.go.id
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